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ABSTRAK
KONTRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
KOTA PEKANBARU

Oleh :

Nandana Audrey Suli
02270610554

Pajak reklame merupakan salah satu pajak yang ada di kota pekanbaru. Tujuan
dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak reklame
terhadap pendapatan asli daerah di kota pekanbaru.Data yang di gunakan
merupakan data tahun 2022 — 2024.Hasil dari penelitian ini menunjukkan
kontribusi pajak reklame selama tahun 2022 — 2024 mengalami kenaikan sebesar
0,58%. Upaya yang di lakukan Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk
lebih  mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dengan
inventarisasi, Digitalisasi, dan Sosialisasi guna meningkatkan kesadaran Wajib
Pajak (WP).

Kata Kunci: Kontribusi,Pajak Reklame,Upaya.
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BAB 1

PENDAHULIAN

1.1 L atar Belakang

Pajak reklame merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan
terhadap penyelenggaraan reklame di suatu wilayah. Sedangkan Pajak Asli
Daerah (PAD) Adalah pajak yang di pungut berdasarkan peraturan daerah. Pajak
Reklame memiliki peran penting dalam mendukung pendapatan asli daerah
(PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan
publikKota Pekanbaru, sebagai ibu kota Provinsi Riau, terus mengalami
perkembangan pesat dalam bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur.
Banyaknya jumlah reklame yang terpasang di sepanjang jalan, pusat perbelanjaan,
dan tempat publik lainnya mencerminkan adanya potensi besar bagi Pemerintah

Kota Pekanbaru untuk memungut pajak dari sektor ini.

Pajak reklame adalah pajak yang di kenakan atas penyelenggaraan reklame.
Reklame adalah media, alat, perbuatan, atau benda yang di rancang untuk
kebutuhan komersial, seperti mempromosikan, menganjurkan, memperkenalkan,
atau menarik perhatian umum. Secara bahasa pajak reklame memiliki dua makna
yakni pajak dan reklame. Pajak memiliki makna sebuah pungutan yang

memberikan sumbangan sendiri kepada hasil tempatan daerah. Sedangkan



reklame memliki makna ialah objek, alat atau media yang bagai bentuk dan

motifnya di rekayasa untuk tujuan penjualan.

Dengan di berlakukannya Perda Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah, daerah dapat peluang untuk menggali secara maksimal
sumber dana yang ada di daerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi
ekonomi sosial daerah serta unsur legalitas. Dalam undang — undang tersebut,
pemerintah daerah di izinkan memungut sebelas jenis pajak daerah, di antaranya

pajak reklame.

Pemerintah kota pekanbaru merespon tentang undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 dengan menerbitkan peraturan daerah (PERDA) Nomor 4 Tahun
2011 tentang pajak reklame, dimana pajak reklame menjadi salah satu pajak
daerah kota pekanbaru kemudian di tindak lanjutin dengan menerbitkan peraturan
Walikota (PERWAKO) nomor 72 tahun 2011 tentang petunjuk pemungutan pajak

dan penetapan nilai sewa reklame.

Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang — undang dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara
sebesar besarnya bagi kemakmuran rakyat menurut ( Anastasia diana dan Lilies,

2009:2)

Otonomi daerah di indonesia memiliki fungsi dalam mengusahakan

kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut,



segala potensi dan sumber daya yang ada harus di alokasikan secara efektif dan
efisien sehingga pembangunan nasional dapat terwujud. Hal initerlihan pada

pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri. (Reno & Lily, 2024)

Pembangunan merupakan sebuah proses yang di lakukan secara terencana,
sadar, dan berkelanjutan dengan tujuan untuk mencapai perubahan menuju
keadaan yang lebih baik. Proses ini mencakup penciptaan keselarasan dan
keseimbangan dalam seluruh kegiatan pembangunan, yang menjadi faktor
penentu keberhasilan pembangunan secara optimal. Untuk mencapai
pembangunan yang maksimal, di butuhkan sumber dana yang memadai. Dana ini
di kumpulkan dari berbagai potensi sumber daya yang di miliki suatu negara baik
itu hasil kekayaan alam maupun kontribusi dari masyarakat. Salah satu bentuk

kontribusi masyarakat adalah pajak. (Afandi & Erdayani, 2022)

Pajak sebagaimana di atur dalam pasal 1 Undang — Undang Nomro 28 Tahun
2007 Tentang ketentuan umum tata cara perpajakan, di definisikan sebagai *
Kontribusi wajib yang harus di bayar oleh oang pribadi atau badan kepada negara,
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang — Undang, tanpa ada timbal balik

langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi sebesar besarnya

kemakmuran rakyat”. (Harahap, 2020)

Namun, meskipun pajak reklame memberikan kontribusi yang signifikan
terhadap pendapatan daerah, masih terdapat beberapa tantangan dalam
optimalisasi pemungutannya, seperti kurangnya pengawasan, tarif yang tidak

terstandarisasi, serta potensi penyalahgunaan izin reklame. Oleh karena itu,



penting untuk mengkaji sejauh mana kontribusi pajak reklame terhadap PAD Kota
Pekanbaru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak tersebut.
Hal ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan pajak reklame dan
memberikan rekomendasi untuk meningkatkan  kontribusinya terhadap

pembangunan daerah.

Pada pajak reklame, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama
dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang di tetapkan dengan
keputusan bupati/walikota. Umumnya masa pajak adalah jangka waktu terteuntu

yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Apabila pajak reklame yang terutang tidak di lunasi setelah jatuh tempo
pembayaran bupati/walikota atau pejabat yang di tunjuk akan melakukan tindakan

penagihan pajak.

Setiap pejabat yang di tunjuk oleh bupati/walikota untuk mengelola pajak
reklame dilarang memberitahu pihak lain tentang segala sesuatu yang di
ketahui/diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya dalam rangka jabatan atau
pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang undangan

perpajakan daerah.

Melalui peraturan daerah No 8 Tahun 2023, pemerintah daerah berharap
dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terkait kewajiban

membayar pajak reklame, serta memperbaiki sistem pemungutan pajak yang lebih



transparan dan efektif. Peraturan ini juga memberikan dasar hukum yang jelas

bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum

KotaPekanbaru Juga mengeluarkan PERDA Nomor 23 tahun 2021 Perda ini
dibuat untuk menjaga Ketertiban, kenyamanan, dan estetika Kota Pekanbaru
dengan mengatur penggunaan ruang dan fasilitas publik, seperti trotoar, jalan,
taman, jembatan, dan kawasan hijau. Perda ini melarang aktivitas yang
menyimpang dari fungsi fasilitas umum, termasuk berjualan, parkir liar, atau

pemasangan alat peraga kampanye (APK) tanpa izin.

Penegakan dilakukan oleh Satpol PP melalui peringatan, penertiban langsung,
penyitaan, hingga pemusnahan jika pelanggaran tidak ditindaklanjuti. Tujuan
utamanya adalah menciptakan lingkungan kota yang tertib, aman, bersih, dan

ramah bagi seluruh warga, terutama pejalan kaki dan pengguna fasilitas publik.

Secara umum, Perda ini mendorong masyarakat dan pelaku usaha untuk
menghormati ruang publik, mengurus izin secara resmi, dan mendukung penataan

kota Pekanbaru yang lebih baik dan beradab.

Terkait pajak reklame di kota pekanbaru. Berdasarkan data yang penulis

peroleh dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru sebagai berikut:



Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Reklame Pada Badan Pendapatan Daerah Kota

Pekanbaru Tahun 2022 -2024

Tahun Target (RP) Realisasi (RP) Persentase (%)
2022 32.000.000.000.00 | 28.661.352.274.00 89,57%
2023 30.000.000.000.00 | 34.619.938.493.00 115,40%
2024 36.815.918.102.00 | 38.452.626.742.00 104,45%

Sumber:Bapenda Kota Pekanbaru

Pada tabel 1.1 di atas terlihat di tahun 2022 target penerimaan pajak
reklame di tetapkan sebesar 32.000.000.000, namun terealisasikan hanya sebesar
28.661.352.274 dengan presentase 89,57%. Pada tahun 2023 target mengalami
penurunan sebesar 30.000.000.000 namun realisasi di tahun 2023 melebihi
sebesar 34.619.938.493 dengan persentase 115,40%. Dan pada tahun 2024 target
di-tingkatkan menjadi 36.815.918.102 namun realisasi juga melebihi target
sebesar 38.452.626.742 dengan persentase 104,45%. Ini menunjukkan bahwa
realisasi pajak reklame mengalami peningkatan dan penurunan di setiap tahunnya
sebagaimana tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan pajak reklame di setiap

tahunnya masih belum efektif.

Sedangkan untuk melihat seberapa besar target dan realisasi pendapatan

ashi daerah (PAD) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2022 — 2024 sebagai berikut:




Tabel 1.2

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2022 -

2024
Tahun Target (RP) Realisasi (RP) Persentase (%0)
2022 840.108.063.019,00 | 803.562.497.346,65 95,65%
2023 1.018.123.042.427,00 | 895.843.011.775,38 87,99%
2024 1.139.960.103.836,00 | 929.228.971.491,48 81,51%

Sumber:Bapenda Kota Pekanbaru

Pada tabel 1.2 di atas dapat di simpulkan Target Pendapatan Asli Daerah
(PAD) di tahun 2022 adalah yang terendah dari jumlah data yang di ambil selama
2022 — 2024 dengan jumlah realisasi berkisar Rp.803.562.497.346,65 dengan
persentase 95,65% pada tahun 2023 mengalami peningkatan target dan realisasi,
Namun di karnakan jumlah target pada tahun 2023 di tingkatkan jumlah persen
yang di dapat berkurang ke 87,99% dan pada tahun 2024 kembali mengalami
peningkatan di target dan juga jumlah realisasinya sehingga persentase yang di
dapat juga berkurang ke 81,51%. Berdasarkan tabel di atas dapat di simpulkan
bahwa realisasi pendapatan asli daerah masih di anggap kurang karna realisasinya

tidak mencapai target yang di tetapkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam

penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:




1. Bagaimana kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dalam

mengoptimalkan penerimaan pajak reklame?

1.3 Tujuan Penelitia

Tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
2. Untuk memahami upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan

penerimaan pajak reklame di Kota Pekanbaru.

Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai
peran pajak reklame dalam meningkatkan pendapatan daerah serta memberikan
masukan konstruktif bagi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor

pajak reklame.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis
Bagi mahasiswa, untuk menambah wawasan dan mengetahui
bagaimana prosedur yang diterapkan pada Badan Pendapatan Daerah

Kota Pekanbaru.



2. Bagi Instansi
Bagi instansi sebagai informasi tambahan dalam mengevaluasi
prosedur pemungutan pajak Reklame yang telah berjalan sehingga
dapat di identifikasikan bagian — bagian yang memerlukan perbaikan
atau penyempurnaan.
3. Bagi Penulis
Sebagau bahan tugas akhir dalam menyelesaikan perkuliahan pada
program studi D3 Administrasi Perpajakan dan memahami prosedur
pemungutan pajak reklame pada badan pendapatan daerah kota

pekanbaru.

1.5  Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini dilakukan di kantro Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan teratai No0.81, Pulau
Karomah, Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada bulan maret 2025
3. Jenis Data
a. Data Primer
Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung di
lokasi penelitian dari narasumber melalui wawancara penulis

wawancara.
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b. Data Skunder
Data skunder merupakan data yang di peroleh secara tidak
langsung seperti dokumen, arsip/ catatan, buku - buku referensi
yang berhubungang dengan penulisan, dan sumber — sumber
lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi
Meerupakan pengamatan secara langsung di Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru.

b. Wawancara
Wawancara adalah tanya jawab antar penulis dengan narasumber
yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Peanbaru

c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan data atau informasi berupa buku, arsip,
dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan dan
keterangan yang dapat mendukung penulisan tugas akhir.

5. Analisis Data

Dalam laporan ini penulis menggunakan pengolah data secara

kualitatif yaitu analisis yang tidak di dasarkan pada perhitungan

statistik, akan tetapi dalam bentuk pertanyaan dan uraian yang

selanjutnya akan di susun secara sistematis dalam bentuk tugas akhir.
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6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, terdapat bebrapa Bab dengan uraian sebagai

berikut:

BAB1 :PENDAHULUAN
Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,
metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB Il : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Dari
Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Visi dan
Muisi, Uraian tugas serta Struktur Organisasi.

BAB 111 : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK
Bab ini menguraikan tentang teori teori yang mendukung
pelaksanaan penelitian, dan menguraikan mengenai penerapan
dan praktek yang terjadi langsung di kantor Badan Pendapatan
Daerah Kota Pekanbaru.

BAB IV :PENUTUP
Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan
dan hasil penelitian serta saran yang dikemukakan oleh
penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB Il

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah umum Badan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru

Pada umumnya badan pendapatan daerah kota pekanbaru (BAPENDA)
merupakan SUB Direktorat pada direktorat Keuangan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat Il pekanbaru. Berdasarkan surat edaran mentri dalam negri Nomor KUPD
3/12/43 tanggal 1 September 1975 tentang pembentukan dinas pendapatan daerah
Tingkat | dan Il maka pada Tahun 1976 di bentuk dinas pendapatan dan pajak
daerah kotamadya daerah Tingkat Il Pekanbaru dengan Perda Nomor 5 Tahun

1976 susunan organisasi pada saat itu adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Seksi Tata Usaha

3. Seksi Pajak dan Retribusi
4. Seksi IPEDA

5. Seksi Operasi/ Penagihan

Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Mentri dalam negri Nomor
KUPD. 7/12/41-101 Tanggal 6 Juni 1978 tentang susunan organisasi dan tata
kerja dinas pendapatan daerah Kotamadya Daerah Tingkat Il Pekanbaru dengan

susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sub Bagian Usaha

3. Seksi pajak

12
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4. Seksi Retribusi
5. Seksi IPEDA
6. Seksi Pendapatan Lain-lain

7. Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengembangan.

Sehubung dengan keluarnya keputusan mentri dalam negri Nomor 23
Tahun 1989 tentang pedoman organisasi dan tata kerja dinas pendapatan daerah
Kotamdya daerah Tingkat Il sebagai penyempurna dari Kementrian dalam negri
Nomor KUPD. 7/12/41-101 Tanggal 6 Juni 1978, di tindaklanjuti dengan di
tertibkannya peraturan daerah Kotamadya daerah Tk.Il Pekanbaru Nomor 7
Tahun 1989 Tanggal 27 Desember 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja
dinas pendapatan daerah Kotamadya daerah Tk. Il Pekanbaru Tipe B, dengan

susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sub Bagian Tata Usaha

3. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
4. Seksi Penetapan

5. Seksi Pembukuan dan Pelaporan
6. Seksi penagihan

7. Unit penyuluhan

Sejalan dengan di keluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang pemerintahan daerah dan keputusan mentri dalam negri Nomor 50 Tahun

2000 tentang susunan organisasi perangkat daerah, Maka pemerintahan Kota
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Pekanbaru menindaklanjuti dengan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2001
tentangorganisasi dan tata kerja Dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota
Pekanbaru, Termasuk dinas pendapatan daerah, Dengan susunan organisasi

sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Wakil Kepala Dinas

3. Bagian Tata Usaha

4. Sub Dinas Program

5. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

6. Sub Dinas Penagihan

7. Sub Dinas Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

8. Sub dinas bagi hasil Pendapatan

2.2  Visi dan Misi Kantor Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru
1. Visi
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui
Optimalisasi Pemungutan Serta Pengelolaan Yang Efektif, Efisien,
Transfaran dan Akuntabel Dengan Pelayan Prima.”.
2. Misi
1. Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
3. Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana
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5. Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat

2.3 Uraian Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru
1. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, memimpin dan
membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian
tujuan organisasi, melakukanpembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis,
penyusunan rencana programdibidang pendapatan, pemberian kajian
teknis perizinan dan / atau rekomendasi. Kepala Badan dalam
melaksanakan tugasnya juga dibantu staf-staf kantor.
2. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok memimpin,
mengkoordinasikan dan  mengendalikan  tugas-tugas dibidang
pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi
pengkoordinasiaan, perencanaan, penyusunan program dan anggaran,
pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari :
a. Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian
b. Sub Bagian Umum
c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pajak Daerah 1 (PD1).

Fungsi Bidang Pajak Daerah | adalah:
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1. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pajak Daerah |
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja bidang pajak
daerah | berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

3. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi PBB,
BPHTB dan PAJAK JASA LISTRIK;

4. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis

pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan surat

pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB serta menyampaikan Surat

=1

] eAuey yninjes neje ueibeqges e/

Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) BPHTB, PAJAK JASA LISTRIK
dan menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta

penelitian lokasi/lapangan;

=111

5. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan daftar nomor

Iu

objek pajak PBB, BPHTB dan nomor pokok wajib pajak daerah PAJAK

1juag wejep

JASA LISTRIK serta menyimpan surat pajak PBB, BPHTB dan PAJAK

= JASA LISTRIK yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan;

1de

E 6. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan pendaftaran PBB dan
j c PAJAK JASA LISTRIK;

i: E 7. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan perhitungan penetapan
5 = PBB-P2;

_' 8. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan validasi penerimaan

pembayaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB;

uenelun

ye|eseLll niens
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9. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan langkah
strategis penerimaan dan analisis potensi PBB-P2, BPHTB dan PAJAK
JASA LISTRIK;

10. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan penerbitan dan
pendistribusian serta menyimpan arsip surat pajak PBB-P2, BPHTB dan
PAJAK JASA LISTRIK yang berkaitan dengan penetapan;

11. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah
| sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang

diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

12. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan

>

] eAuey yninjes neje ueibeqges e/

Bidang Pajak Daerah | sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku
agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

13. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah |

=111

dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-

Iu

tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

1juag wejep

perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

= 14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan

de

un

tugasnya.

4. Bidang Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

1S NIN Wzl edug)

el

Tugas dan fungsi UPT adalah:

2 1. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang

tertentu Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;

uenelun

ye|eseLll niens
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Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepada Kepala Badan
Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru;
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan

dengan tugasnya.

5. Bidang Pengendalian Pajak Daerah (DALJAK)

fungsi Bidang Pengendalian Pajak Daerah adalah:

Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pengendalian
Pajak Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi
penerimaan dari pemeriksaan, penagihan, Penindakan, penyitaan,
keberatan dan pengurangan Pajak Daerah;

Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kegiatan
Bidang Pengendalian Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Penyusunan bahan koordinasi penyusunan, pengkoordinasian, dan
pelaksanaan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan/penyetoran
pajak daerah yang bersumber dari keberatan dan pengurangan;
Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan Pengawasan,
pemeriksaan, penagihan, penindakan, penyitaan, penyuluhan, keberatan
dan keberatan berkala terhadap kondisi/lokasi objek dan subjek pajak
daerah untuk kelancaran penerimaan daerah;

Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan pelaporan

secara berkala hasil pengendalian pajak daerah;
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7. Penyusan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan bidang

—

pengendalian pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan

tugasnya.

6. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah (P3D)
Tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

adalah:

u

1. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Perencanaan Dan

(=31

1By yninjas neje

Pengembangan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan pembukuan penerimaan/

- = =i
sin} eA

=D pemungutan dan penyetoran Pendapatan Daerah serta legalisasi/perforasi

Iu

dan pembukuan surat-surat berharga;

=

£117
3AUSU

3. Penyusunan bahan koordinasi Perencanaan dan Pengembangan dalam

nsnAuad *

lIeu

peningkatan Pendapatan daerah;

Jaquuns ueXing

lelode|

4. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan bahan-bahan yang
diperlukan dalam menyusun kebijakan, program dan prosedur Kerja,

pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;

3 Uesl nuad

5. Penyusunan bahan koordinasi dan pengoordinasian pelaksanaan

ML

B)sng NN wzi edue; undede yn
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penghimpunan dan rekonsiliasi penerimaan ke Perangkat Daerah

pemungut pendapatan daerah;

‘yejesewl niens
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6. Penyusunan bahan koordinasi pencatatan semua Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD) dan pendapatan lain-lain;

7. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan pelaporan
realisasi penerimaan/penyetoran dan tunggakan retribusi daerah;

8. Penyusunan  bahan  koordinasi  perumusan dan  pelaksanaan
penerimaan/pengeluaran dan legalisasi terhadap surat-surat berharga;

9. Penyusunan bahan koordinasi penghimpunan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pajak daerah;

10. Penyusunan bahan koordinasi dan kerjasama antar bidang pada Badan
Pendapatan Daerah dan Instansi yang terkait;

11. Penyusunan bahan koordinasi baik unsur Dinas terkait serta lintas sektoral

baik yang berkedudukan di Pemerintahan Daerah maupun Pemerintahan

1By yninjes neje L

Pusat dalam rangka menyusun kompilasi sistem dan mekanisme bagi hasil

SN} eA

pajak, dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana perimbangan

Iu

lainnya, dan dana bagi hasil provinsi;
12. Penyusunan bahan koordinasi dengan dinas terkait atau instansi sektoral
dalam rangka perhitungan potensi pendapatan daerah sektor dana bagi
_ ” hasil bukan pajak/sumber daya alam dan dana perimbangan, serta dana
. _- bagi hasil provinsi;
i: E 13. Penyusunan bahan koordinasi dalam monitoring dan evaluasi Kinerja

: bidang pengelolaan, perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah

ElE

2 dan terhadap penerimaan daerah secara berkala;

uenelun

ye|eseLll niens
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14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan

tugasnya.

7. Bidang Pajak Daerah 2 (PD2

Fungsi Bidang Pajak Daerah Il adalah:

1. Penyusunan rencana operasional program kerja Bidang Pajak Daerah 1l
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan program kerja bidang pajak
daerah Il berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

3. Penyusunan bahan koordinasi perhitungan pelaksanaan potensi Pajak
Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT,;

4. Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan rencana bimbingan teknis
pelaksanaan pendaftaran wajib pajak daerah dan menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) Pajak Sarang Burung Walet, Pajak
Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT dan Surat Ketetapan
Pajak Daerah (SKPD) Pajak reklame dan Pajak Air Tanah dan
menghimpun serta mengolah data objek dan subjek pajak serta verifikasi

lokasi/lapangan;

= 5. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan pengelolaan
o B daftar induk wajib pajak daerah serta menyimpan surat perpajakan daerah

yang berkaitan dengan pendataan, pendaftaran dan pendataan;

uenelun

ye|eseLll niens
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6. Penyusunan bahan koordinasi perumusan dan pelaksanaan perhitungan
penetapan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah,
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT;

7. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan perhitungan
jumlah angsuran pemungutan / pembayaran / penyetoran atas permohonan
wajib pajak daerah;

8. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pemberian pertimbangan
atas pembetulan, atas Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Pajak

Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak PBJT,

penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan pelayanan dan

"1 11eiIBeaac yph

pemberian informasi pajak daerah;

9. Penyusunan bahan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan penerbitan dan

] eAIBy ynun|as ne

pendistribusian serta penyimpanan arsip surat perpajakan daerah yang

berkaitan dengan penetapan pajak daerah;

Iu

10. Pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah

1juag wejep

Il sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas

ge. yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

de

Ut

11. Pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan
Bidang Pajak Daerah Il sesuai dengan peraturan dan prosedur yang

: berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

1S NIN Wzl edug)

{SNS

: 12. Pelaksanaan evaluasi tugas bawahan di lingkungan Bidang Pajak Daerah

2 z Il dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-

uenelun

ye|eseLll niens
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tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan

perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan berkaitan dengan

tugasnya.

2.4 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Gambar 2.1.
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BAB IV
PENUTUP

3.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kontribusi Pajak
Reklame Terhadap Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dapat di

simpulkan:

1. Kontribusi pajak reklame di pekanbaru mengalami kenaikan dan
penurunan karna di sebabkan kurangnya kesadarah wajib pajak
tentang pentingnya membayar pajak reklame. Oleh sebab itu
pemerintah melakukan upaya pengoptimalisasi sehingga di tahun
tahun berikutnya pajak reklame di kota pekanbaru dapat lebih
berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

2. Upaya yang dapat di lakukan Badan Pendapatan Daerah Kota
Pekanbaru adalah dengan cara Inventarisasi,Digitalisasi, dan

Sosialisasi.

4.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin menyampaikan
beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi
pembahasan didalam penelitian ini,. Penulis memberikan saran sebagai
berikut:
1. Bagi Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diharapkan
dapat meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak yang masih belum

paham tentang pajak dan dalam kewajibannya sebagai wajib pajak.
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Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sanksi
ketidakpatuhan wajib pajak dan memberikan pelayanan info yang
mudah diakses oleh wajib pajak, karena masih banyak yang belum
mengetahui sistem pembayaran pajak secara online.

. Bagi Wajib Pajak harus memenuhi tugas Perpajakan sesuai ketentuan
yang berlaku, seperti melakukan pembayaran dan pelaporan pajak
tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku

. Bagi penulis selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan penelitian
lebih teliti, akurat, dan jadi bahan acuan untuk lebih sempurna dalam

meneli
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